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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUSULAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN CAMAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Menimbang

Mengingat

MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG,

bahwa untuk tertibnya proses pengusulan izin perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota
Pangkal Pinang, untuk itu perlu disusun Standar
Operasional Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota
Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6949);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Pangkalpinang (Lembaran Daerah  Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2020 Nomor 1);



12,

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor
308/KEP/BKPSDMD/IX/2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Kepada Pejabat Mengenai Penolakan atau
Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam
Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur untuk pengusulan izin
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota
Pangkal Pinang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur untuk pengusulan izin
perceraian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat
struktural dan pejabat fungsional di Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkal Pinang dan merupakan satu kesatuan dengan
Keputusan ini

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal \} Januari 2025

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

KOTA RANGKAL PINANG,

NIP. 198502062008041001
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PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
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DISAHKAN OLEH KEPALA BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG

NIP. T98502062008041001

PENGUSULAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS

NAMA SOP PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN CAMAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Memiliki kemampuan melakukan wawancara/konseling/pembicaraan

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah  |3. Memahami ketentuan dan peraturan tentang perkawinan dan perceraian
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor 308/KEP/BKPSDMD/I1X/2022
tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Mengenai Penolakan
atau Pemberian |zin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam
Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Terpadu Kepegawaian 1. Komputer/Printer/Scanner
2. SOP Pengadministrasian Surat Masuk dan Surat Keluar 2. Jaringan Internet
3. ATK/Kertas
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Harus dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak untuk menimalisir (1. Bahan usulan berdasarkan usulan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan
adanya kecurangan salah satu pihak ketentuan sesuai peraturan yang berlaku
2. Jika SOP tidak dilaksanakan,maka akan menghambat proses 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
penolakan/permintaan izin perceraian
3. Jika salah satu pihak masih keberatan untuk bercerai, maka pihak yang

berkompeten memutus penyelesaiannya adalah pengadilan




Pelaksana Nutu Baku
- Kabid Diklat, .
No. Kegtlatan Jabatan Pengembangan Sekretaris . : Katorangan
PNS Ybs Fungslonal (JF) |dan Kesejahtoraan| BKPSDMD Kepala BKPSDMD | Pihak-Pihak Terkait Wali Kota Kelengkapan Waktu Output
Pegawal
1. Surat permintagn izin
melgkukan percoratan
Po 1 Sui
Surat usul melakukan Surat usul metakukan ;m:::mlm u:iu::nya
1 |PNS izin p perceraian dan berkas 10 Menit  |percoraign dan berkas gugatan perceraian
9 pendukung (Terqugat)
. 2. Bukti tertulis dari slasan
percergian
JF menerima berkas, metakukan verifikasi, 1. Surat usu! perceraian dan
menyiapkan jedwal mediasi & surat berkas pondukung
2 |pemanggitan kepada PNS Ybs dan pihak- 6o Ment | ﬁ':;‘i:;"' pemanggilen
mhr{k torkeit Kemudian di serahkan kepada 2. Draft surat pemanggilan
Kabid .
mediosi
Kabid memeriksa surat pemanggilen. Jika \
sudah sesusi diparaf dan diserahkan / I " .
3 |kepada Sekretaris EKPSOMD. Jika betum TiAK a modi;m ragian 10 Menit z’::h‘:'"‘ ”’;‘"’?:"'::w
sosual dikembatikan kepada JF untuk \ / yang dipa
Sokrotaris memetiksa surat pemanggilan. X
Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan / " Draft surat pemanggilan
4 |kepada Kopata BKPSDMD. Jika balum JIDAK > A/ Dm':;'l::‘."" :”;‘f"‘r:"’::w 10Monit | medinsi yang diparal
sesuai dikembalikan kepada Kabid untuk yang dipa Sekretaris
diperbaiki
5 Kepala BKPSOMD menandatangani surat Draft surat pemanggilan 10 Menit Su:t d;p;mamq:a:"miclt;
|pemanggitan modiasi dan diserahkan ke JF iasi yang diparal yang ditandatangani Kepal
BKPSDMD
|Ptmk¢lhu: yang Terkait :
1. Pasengan PNS Ybs
JF menyampaikan surat pemanggilan Surat pemanggilan modiasi Surat pemanggilan modiasi |2 Atxsen Langsung
6 lkepada PNS Ybs dan pihak.pihak torkart yang ditandatangani Kopela 1 Han yang di geni Kepala Sekda/A )
serta menyiapkan mediasi BXPSDMD BKPSOMD 3. Saks-sakti
4. nspektorat
|5. Bendahara PD Yba
3 1. Surat Usul Perceraian dan
Borkas Pendukung 1. Gakas Hadir
Modiasi antara kedua belah pihak dan Modiasi dapat dinkaden lobihy
7 |diperkuat dengan pihak-pihak terkait sorta = -y . o 9 Hari 3 L dart 1 (satu) ko) sesuai
menyusun rokomendasi hasti medias: 1 2. Surat Pemanggilan Modiasi 2. Borita Acara Mediasi Kebuhan
. 3. Surat Pernyataan
| 3. Dattar Hadir Pembagian Gaii
1. SK Pemberian izin
Bordaserkan BA mediasi, JF membuat draR 1. Daftar Hadir Dral SK lzin Perceraian / Percersian (Pengguguat)
SK Pemberizn Izin Perceraian / Surat Surat Ketorangan Untuk 2. Surat Katerangan Uniuk
8 gen Untuk M Py ] 2. Borita Acara Modiasi 1 Hori Malak Py ian / SK ®
SK Pormi fzin P 3. Surat Pernyatagn Ponolakan P fzin (Tergug
komudian diserahkan kepoda Kabid Pombagian Gaji Percorgian




e N Mutu Baku -
S Lo . - Kabid Diklat, - : S Col S . ) )
No.|: - Jabatan . |-Pengembangan |- iciars e . ; IR Ry L atenakanan 1y
. - | Fungslonal (JF) |ddn Kesejahteraan Képelg BKPSDMD : .l'j’lhakalhal.; Terkalt BE g _Ke!_engkgpan HE wmu .
Kabid
gurat K?Wnngnn Untuk Me!fkukan Draft SK kzin Perceraian / Surat Draft SK in Porceraian /
F 1SKF F lzin Keterangan Untuk Metakukan Surat Keterangan Untuk
© |Perceraian. Jika sudah sasugi diparaf dan Percoraian / SK Panolzkan 10Meonit  |Melakukan Parceraisn / SK
diserahkan kspada Seksetaris BKPSDMD. Permintazn (zin Percaraian Panolakan Permintaan Izin
Jika bolum sesual dikembatikan kepada JF Perceraian yang diparat Kabid
untuk diperbalki
Sekretaris BKPSDMD memeriksa draft SK
gembomm (zin Pm::::(al'sn 1 Surat Draft SK lzin Perceraian / Surat Draft SK Izin Porcoraian /
gan Untuk F ' Surat Keterangan Untuk
SK P \ : \zin P " Ketorangan Untuk Molakukan Melakuka fon 7 SK
10 n P {Perceraian/ SK Penolakon 10Monit | Melakukan Parcorslan /S
Jika sudah sesual diparaf dan diserahka Permintazn kzln Porceraian Psnolakan Permintaan Izin
kepada Kepala BKPSDMD. Jika belum dipataf Kabid Perceraian yang diparat
sesuai dikembalikan kepada Kabid untuk yang dipa Sekretaris
diperbaiki
Kopala BKPSDMD memeriksa draft SK
Py 2inF 1 Surat .
K Untuk Perceraian ! Draft $K lzin Percoroizn / Surat Oraft SK lzin Porcersian /
Bannlakan 15 " Surat Keterangan Untuk
SKF f zinF Keterangan Untuk Melakukan Melokukan Percoratan / SK
11 |Jika sudeh sesual diperat dan diserahkan Porcaraian / SK Penolakan 10 Manit Penolakan Permintaan lzin
kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum, Permintagn tzin Percoraian Perceralan diparaf
(Asisten, dan Sekdo. Jika belum sesual yang diparat Sckrotaris Kapala m’é’B';m"'
dikembaliken kepada Seksotaris BRPSOMD P
untuk diparbaiki
Draft SK lzin Porceraian / Surat
Wali Kota manetapkan SK Pemberian lzin e ecrakukan Koo otk Vobsian
12 e erangan Untuk Pesmintaan lzin Percersian 6Hai  |Percersian/ SK Penciakan
| y el yang diparaf Kepala Permintaan lzin Perceraian
Pormintazn lzin Percaraian BKPSDMD, Bagian Hukum, yang ditandatangani Wali Kota
Asisten dan Sokda
JF ima SK Pomberian 12in F SK Izin Percaralan / Surat SK izin Percoraian / Surat
/ Surat Koterangan Untuk Melakukan Keterangan Untuk Melakukan Ketorangan Untuk Malakukan
13 |F lan / SK Penol; Permi tzin Porceralan / SK Penolaekan 10Monit  |Perceraian / SK Penolakan
Percoralan yang telsh ditendatangani Wall Parmintaan Lzin Perceratan Pormintagn lzin Parceraian
Kot yang ditandatengani Wali Kota yang ditandatangani Wall Kota
JF menysmpatkan SK Pamberian lzin SK Izin Perceraian / Surat Tanda Terima SK izin
Percoraan / Surat Keterangan Untuk Keterangan Untuk Melakuken Porcoraian / Surat Ketergngan
14 Py 1SKF Parceraian / SK Ponclakan 10Menit  {Untuk Melakukan Percsraian /
Permintaan lzin Perceralan kepada PNS Permintann Izin Perceralan SK Penolakan Permintaan lzin
Ybs yang ditandatangani Wali Kota Percoraian
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